LEMBAR H@ DAERAH
PROPINE] DAERAH TIRGHAT 1 BALI
NOMOR : 49. . TAHUN : 1977, SERI : D. NO. : 49,

PERATURAN DAERAH PROPINS! DAERAH TINGKAT 1 BALI
NOMOR : 2 TAHUN 1975,

TENTANG
RUANG BEBAS HANTARAN LISTRIK TEGANGAN TINGGI
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR REPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang  :  a. bahwa berhubung dengan telah dilaksanakan pembangunan
jaring transmissi 70 KV: satu maupun dua jalur yang dia-
liri arus listrik tegangan tingpi, maka mengingal sangat
berbahayanya wiran listrik  termakeud, perlu  ditetapkan
"Rusng Bebas” terladap benda - bends yang menjulang
disckitar dun dibawah jaringan tersebut,

b bahwa untuk mengatur yang dimaksud diatas perfu dite-
tupkan dengan Peraturan Dacrah,

Mengingat ;  a. Undang - undang No, 5 Tahun 1974 tentag Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Mo, 83; Tambahan Lembaran Megara No. 30307)

b. Undang - Undang No. 64 Tahwa 1958 tentang Pembentu-
kan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara
Tahun 955 Moo 115 Tambahan Lembaran Negara No.
[ 44,
Dengan persetujuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat T Bali,
MEMUTUSKAN
Menetapkan ¢ Peraturan Daerah Propinsi Duerah Tiaghat 1 Babi tentang Ru-
ang Bebas Hantaran Listrik Tegangan Tinggi.
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Pasal 1.

Didalam Perateran Daerah ini yang dimaksud depgan :

Kepala Daeroh islah © Gubernur Kepala Daerah Tingkat

1 Bali.

Hantaran iulah : Susunan penghantar - penghantar

yang bersama - sama merupakan
alat untok menyalurkan tennga lis-
k.

Perlengkapan ialah @ Peralatan  yang  membangkitkan,

memakai, mengubah, mengaiur.
mengaliblkan. mengumpulikan atiu
membangkitkan tenaga listrik,

Hantaran - hantaran  atae perlenghapan - perlengkapan

untuk  tegangan tinpggl ialah ¢

Hantaran - hantaran atau perleng-
kapan - perlengkapun yang berte-
gangan <{fektif melebihi 300 (tiga
ratus) volt antara suatu hantaran
dan tanah, kecoali hartaran - han
turan Hstrik arus sgarah untuk ke-
reta dan trem listrik,

Penpusahia iatah : Yang mengusahakan hastaran -

haptarsn: listrik  untok  tegangan
tingei diatas tanah yang dibuat a-
tas perintah atau dengan ijin Pe-
merintah,

-~

Pasal 2.

(1). Tiang - uang hamtaran - hantaran atau perlengkapan -

(_"?

perlongkupane untuk tegangan tinggi olch pengusaha hi-
rus diberi nomor urut dan pada dua sisi yang berhada-
pan hargs dilengkapi dengan tanda panah kilut merah
yang terlihat dengan jelas.

j, Didalam tiap - tiap Desa atan Kampung yang terletak

disepanjang atau yang dilintasi olel hantaran - hantaran
listrik tecgangan linggi diatas danah, pengusaha harus me
nempatkan suatu papan peringatan dengan memakai tiang
pada tempat - tempat yang terlihut jelas dun yang con-
tohoya ditetapkan oleh Kepala Daerah, yang memuat tu-
Jisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Daerah, buh-
wa hantaran - hantaran itu berbahaya,

{3). Tanda - tanda tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal

ini oleh Pengusaha harus selalu dipelihara dengan baik.
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Fasal 3.

Kecuali upa yang ditentukan dalwm pasal 6, disckitar
suatu huntaran listrik - arus keat vaok tepangan ting-
pi dintas tanah yasg dibuat atas parittah atau dengan
ijin Pemerindah dilarang uniuk

a. mendivikan atuu memperkenunkan mendirikan bangu
man - Ganguinan atau benda - Benda lain yang menju-
flang, mensnum atae membiorkan  tumboh  pohon -
pohon ataw  twmizuh - (wmbohan Tain sempal suetu
ik, wumg tingoinya divkure techadap bidang  datar
ying melalui titik poleng  adtara paris tegak lu-
rus, ditarik dari GGk termaksud kesuatu garis luous
vang menghubunghian itk - ik tangan pada bagian
atasnya kaki - Koki ticng wempa hantaran terdeku
dan garis itu sendiri melzbibi jarak antara tik ter-
schut dan swalu bidang vertikal yang melalui garis
lurus tensebut kecuali jika tingginya Utk it techadop
bidang datar termaksud tidak melebihi 3 meter atao
jaraknya sampai bidang veriikal ito mazlebihi 20 me-
ter saty dan lain sehagai mana dijelaskan pady gam-
bar terlampir,

Pada gambar terschut didalem cuang yaoag diarsic ti-
dak bolah ada sesuatu benda atan tumbuh - tombuhan,

b, mendirikan, memperkenackan mendirikan bangunan -
hangunan dan menaruh benda - benda yang mudah
terbakar dalam jarak 7 meter  sehelah  menyebelah
garis sumbu sepanjang hantaran,

melakukan pengeatiza dalam jarak 5 meter disckeli-
ling kaki diong tumpu pada sesuatu hantaran listeik
untuk tegangan tingei besenta perlengkapan - perleag-
panstya, separti disehut dalam pasat 1, kecuaii atss
ijin dan petunjuk - petenjuk Kepala Wilayah Poker-
jaan Umuem veng bersanghkuian, setelah mendengae
pendapat peagusal.

dalam keadaan - keaduan khusus, dimang garls hubuay
termaksud dalam pasal 3 ayat (I) huruf a diatas lerpo-
tong oleh atau berjarak kurgag daci 6 meter dari kawa-
nya benda - benda yang menjulang disckitar kawat itu
harus sedemikian rupa schingpa kawal itu dapat berge-
rak dengan bebas,

Ketentuan - ketentuan dalem ayat (1) pasal ini tidak
berluku terhadap tangman tebu dan tumbuh - tumbuhan
tahunan lainnya semacam itu sepanjang tanaman tebu dan
tumbuhan itu tidak mencapai tinggi lebih dari 4 meler.



Pasal 4.

Apabila pengusaha menimbang bahwa bangun - bangunan dan
benda - benda lain yang menjulung didirikan atauw, pohon -
pohon dan tumbuh - tumbuhan ditanam atou dibiarksn tum-
buh sedemikian sehingga keadaannya bertentangan dengan
pasal 3 dapal langseag mengakibatkan gangguan pada jaringan
kerja perusahasnnys maka Kepala Daerah atas permintaan
pengusaha dapat memerintshkan memindahkan  bangunan -
bangunan dan benda - benda yang menjulang atau memerin=
tuhkan menebang dan memangkas pohon - pchon dan tum-
beh - tumbuhan itu atas beaya si pelanggar atan orang yang
melalikannya,  tanpa mensnpgn  Keputusan Hakim  terlebih
dahulu.

Pasal 5.

Dakum “benda - benda yang menjulang” yang dimaksud dalam
pasal2 dimuka, tidak termasuk hantaran - hantaran dan per-
lengkapan - perlenghapan lietrik yang keselamiatannya cukup
terjamin sesual dengan syarat - syarat yang diberikan untuk
itn oleh Pemeringah berdasarkan ketentvan? dalem ozdonantic
vang diungkapkan dalam staatsblad 1890 No. 190 dengan
segali prrubahannya.

Pasul 4,

Didalam hal - hal vang memungkinkan tanpa menimbulkan
bahaya terhadap keselamatan atau jeminan Kerja Perusshaan
dan apabila keadaan setempat memerlokannyy maka Kepsla
Daerah dapat mengijinkan pembebasan sehogian atau seluroh
nya dari ketentwan - ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Da-
erah ini atas syaral - syarat yang ditetapkannya setelabh men-
dengar pendapat instanst tehnis yang bersangkutan.

Pasai 7.

(1), Para petugas yang diserahi pemeliharaan sesuatu baha-
plan dari hantaran - hantaran yang dimaksud dalam Pe-
raturan Daerah ini beserta para pejabal  atan  pepawai
vang disciahi pengawasan atas ketantan pada dan pe-
nyidikan pelangearan - pelenggaran terhadap ketentuan -
keterpuan dalam Peraturan Dacrah ini setiap wakiu ber-
hak memasuki lanah dan/ataw halaman - halaman yang
berbatasan kepada atan terletak dibawah hantaran han-
laran itu.

(2). Pemilik - pemilik dan pemakai - pemakai tanah - tanah
dan/atau halaman - halaman wajib memberikan  ijin
untuk masuk kepada para petugas pejabat atan pegawal
sehagaimana leemaksud dulam ayat (1) pasal ink
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Pasal 8.

(1. Barang siapa melanggar laranpgan - larangan atau fdak
memenuhi  kewajiban - kewajiban yang ditetzpkan du-
lam ataun berdasarkan pasal - pasal 2,3, dan 7 avat (2)
Peraluran Dacrah ini dihukum dengan hukuman kure-
ngan sclama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda se-
tinggi - tingpinya Rp 50.000,— (lima puluh ribu rupiah)

(2). Perbuatan pidany termakteb dalam Permturan  Dasrah
ini adalab pelanggaran,

(3). Apabila ketentuan - ketentuan kewajiban2 atau syarat
syaral dalam atau bardaswkan Peraturan Dacrah  ini,
ditujukan atau dibecbankan kepada svatu badan Hukum,
maka ketenguan - ketentuan  kewajiban - kewnjiban  atau
syarat - syarat tersebul dianggap dilujukan ataun dibe-
bankan kepadu pengurus badan Hukum itu.

Pasal 9.

Penpawasar atas ditzatinya dan penyidikan pelanggarin
terhadap ketentuan - ketentuan Peraturan Daerab ini dizerph-
kan juga kepuda Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Propingi
Dacrah Tinpkat 1 Bali dan pura Kepala Kanior Pekerjaan
Umum Seksi di Propinsi Daeralt Tingkat 1 Beii berega para
pegawai tehnik lanmya dari Dinas P.U. Propinsi Ducrah Ting
kat T Bali dan dengan pangkat terendah jure tehnik.

Pasal  10.

(1). Peraturan Daersh ini mulai berlaku sejal tangeal pe-
ngundangannyi.

(2). Scjuk beglakunya Peraturan Dacrah ing,  maka cemua
Peraturan atau ketentuan yang Lertentangan dengan Pe-
raturan Daerah ini dinyatakan tidak beriaku lagi

Denpasar, 20 Juni 1975,
GUBERNUR KEPALA DAGRAH TINGKAT I BALL
Lbad.
(SOEKARDMIEN ).-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 BALI
KETUA,
L Ld
( T GUSTI NGURAH PARTHA ).-

Dijalankan berdasarkan Pasal 69 Undang - Undang No. §
Tahun 1974 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. T Bali
tanggal 5 Mei 1977 No. : 5/Hk. 2/Hk/1977



Diundangkan dalam Lembaran Dacrah

Proninsi Daerah Tingkat 1 Bali

Nz. ¢ 49 tanggal : 25 Juli Tahun 1977

seri : D No. @ 49

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat [ Bali,
t.t.d.

{ DPRS SEMBAH SUBHAKTI ).-

NIP. 010023939,
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PENIJELASAN :

UMUM:

Dengan meningkatnya pambangunan, khususnya diseklor tenaga histeis,
maka di Daerah Bali telah dilaksanakan pemasangan jaring - janng trame-
missi yang dialiri arus listrik teganpan tinggi.

Mengingat sangat berbabayanya arus listrik tegangan tmger dmzksul,
maka dibutuhkan aturan - aturan scbapai sarapa untuk menjsmin kesela-
matan disekitar dan perdindungan hantaran - hantaran listrik arus kot
untok tegangan tinggl diatas tanuh beserta perlengkapannya.-

Dengan demikian maka Peraturan Daerah ini berwjuan Baik untuk Kes:-
lamatan atan keamanan Umum terhadep harta benda atau benda dan jiwu
maupun perlindungan terhadap hantaran - hantaran bistrik ity sendiri.

Oleh karena aturan - aturan dimaksud hingga kini belum s, mal g
Pomeintah Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I Bali memandang perlu
mengac!-hoanya,

Pasal demi pasal :

Pasal 1. : Pengertian dimaksed dulom pasal 1 huul d inl adalih

sesuai demgan ketentuan dalam Peraturan Umum Instalasi

Listrik di Indonesin (FUIL).

cukup jelas.

— yang dimaksud dengan benda - benda yang mudsh ler-

bakar misalnya : tumpukan jerami, alang - alang, kayu ba-

kar.

— yang dimaksud dengan bangunan yang mudah terbakar

ialah banpunan yang scluruh atau sebagian dindingnya ter-

buat dari papan, gedeg dan atau beratap alang - alang.

Pasal 4. : cukup jelas.

Pasal 5. : Sth. 1890 Neo. 190 mengalur tenkang pamasangan stk
dan pemakaian aliran untuk penerangan listrik serta  pe-
mindahannya di Indonesia dan sebagainya.

Pasul
Pasal

ey o

Pasal 6. : cukup jelas.
Pasal 7. : cukup jelas.
Pasal 8 : cukup jelas.
Pasal 9. : cukup jelas
Pasal 10. : cuokup jelas.

ey i
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